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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan secara universal didefinisikan selaku aktivitas yang dicoba 

buat masa yang lebih baik kedepannya dengan mencermati kondisi masa saat ini 

mapun kondisi pada waktu dulu sekali. Menurut Nasution (2004) dalam 

Suparmoko (2015) dari perspektif proses keuangan negara, mencakup seluruh 

aktivitas yang terpaut dengan objek keuangan negara, mulai dari formulasi 

kebijakan serta pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban. Keuangan 

negeri pula membahas akibat dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja 

negara terhadap perekonomian, paling utama pada perihal pencapaian tujuan- 

tujuan aktivitas ekonomi semacam perkembangan ekonomi, stabilitas harga, 

distribusi pemasukan, peningkatan efisiensi, serta penciptaan lapangan kerja. 

Menurut Tjokroamidjojo dalam Fardani et al (2021), perencanaan dalam 

makna luas merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan 

yang hendak dicoba guna menggapai sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Rosnidah (2015) perencanaan ialah metode organisasi menetapkan tujuan serta 

sasaran organisasi yang meliputi kegiatan yang sifatnyan strategis, taktis serta 

mengaitkan aspek operasional. Perencanaan merupakan bagaimana memakai 

sumber daya yang ada untuk menggapai tujuan sebanyak mungkin supaya lebih 

efisien serta efektif. 

Menurut Robbins dan Coulter dalam Bastian (2010:165), perencanaan 

merupakan cara yang dimula dari penentuan tujuan institusi, ialah memastikan 
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strategi guna pencapaian tujuan dengan cara menyeluruh dan merumuskan sistem 

perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasi serta mengkoordinasikan 

seluruh pekerjaan institusi, sampai tercapainya tujuan. 

Mardiasmo (2018) dalam Evaranus mendefinisikan anggaran selaku 

pernyataan perihal estimasi kemampuan yang akan digapai sepanjang rentang 

waktu durasi khusus yang diklaim dalam dimensi keuangan. Sedangkan Halim 

(2007) dalam Nanda & Darwanis (2016), anggaran ialah suatu konsep yang 

disusun dalam wujud kuantitatif dalam dasar moneter untuk satu rentang waktu 

serta rentang waktu anggaran lazimnya dalam waktu durasi satu tahun. 

Perencanaan anggaran pada prinsipnyanya adalah suatu proses 

mempersiapkan atau penyusunan anggaran pada suatu periode tertentu. Anggaran 

menghubungkan antara pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan sumber daya 

yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaaan. Proses penyusunan anggaran 

menurut Mardiasmo (2006) dalam Salwah, memiliki empat tujuan, yaitu: 1) 

Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar 

bagian dalam lingkungan pemerintah; 2) Membantu efisiensi dalam menyediakan 

barang dan jasa publik melalui proses prioritas; 3) Membantu pemerintah untuk 

menetapkan prioritas belanja; dan 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah kepada legislatif dan masyarakat.   

Adapun perencanaan anggaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

basis bukti (evidence based) pada perencanaan anggaran belanja sekretariat 

daerah kota palembang pasca pandemi covid-19, yang mana penelitian ini akan 

berfokus pada pelaksanaan perencanaan anggaran berdasarkan bukti tersebut. 

Yang mana dalam penerapan kemandirian daerah di Indonesia dimana tiap daerah 
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diserahkan wewenang untuk membuat serta menata kebijakan daerah guna 

kenaikan pelayanan masyarakat. 

Oleh sebab itu, untuk tercapainya salah satu tujuan negara ialah untuk peningkatan 

kesejahteraan publik lewat pemerataan penerapan pembangunan setiap tahun 

terdapatnya penyusunan dokumen perencanaan dalam setiap daerah. Sudarno 

(2018) dalam Ramadanti memaparkan kalau Kebijakan berlandas bukti sangat 

perlu dikarenakan bisa diamati dari sudut efektivitas, efisiensi, penyesuaian 

layanan masyarakat, akuntabilitas, demokrasi serta kepercayaan.   

Analisa berbasis bukti yang tertata ialah unsur yang amat penting dalam 

semua pembuatan perencanaan yang bagus. Berbagai data butuh dilakukan untuk 

menciptakan analisis serta bukti yang dibutuhkan pemerintah untuk menguasai 

dengan betul apakah kebijakan menggapai sasaranya, berjalan sesuai dengan 

konsep, serta apakah pelayanan sudah diberikan dengan cara efisien. maka, bukti 

sepatutnya digunakan untuk menunjang pengambilan kebijakan. 

Dalam setiap aktivitas perencanaan, harus senantiasa diiringi dengan 

penganggaran. Selaku instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berperan untuk 

menciptakan perkembangan serta kestabilan perekonomian, dan pemerataan 

pemasukan dalam bentuk mencapai tujuan bernegara. 

Terdapat kesenjangan yang amat luas antara keinginan pemerintah dan 

penyelenggara negara dalam penyusunan kebijakan publik atau ketetapan politik 

dengan bermacam rencana riset dan pengembangan wawasan yang terjalin di 

universitas. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bersumber pada fakta 

(evidence) berbentuk data, informasi, dan wawasan. Kerap kali kebutuhan politik 
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sangat dominan dalam pembuatan kebijakan serta melalaikan kedudukan dasar 

intelektual.   

Di sisi lain, agenda penelitian di perguruan tinggi direncanakan dan 

dilaksanakan semata-mata hanya sebagai pengembangan keilmuan. Banyaknya 

peraturan daerah yang direvisi bahkan dibatalkan ini dikarenakan kebijakan 

cenderung diambil dalam waktu singkat, hal yang menjadi catatan mengapa 

kebijakan kerap tidak menjawab kebutuhan dan tuntutan publik adalah adanya 

keterbatasan keterlibatan pihak eksternal di luar pemerintah dalam proses 

perumusan kebijakan. 

Pada umumnya kebijakan publik bersifat top-down, yaitu pendekatan secara 

satu pihak dari atas ke bawah. Kebijakan yang hanya bersifat top-down dapat 

menyebabkan kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Jika pemerintah tidak memiliki informasi 

serta data yang memadai, maka kualitas kebijakan tidak akan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

Daerah berkuasa mengatur serta mengurus sendiri masyarakat daerahnya 

sesuai dengan situasi sosial serta budaya yang ada, dan perencanaan pembangunan 

serta pengaturan finansial. Pengaturan mengenai perencanaan pembangunan 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) sebaliknya pengaturan perihal Perhitungan Daerah 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).   

Pemerintah Daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dengan menata serta memutuskan anggaran yang dibutuhkan, 
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lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dalam 

kebijakan daerah yang dijelaskan dengan berbagai program dan aktivitas telah 

ditentukan anggarannya. Dengan begitu, untuk satu tahun berjalannya kegiatan 

pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pelayanan serta peningkatan 

kesejahteraan publik telah didesain anggarannya dengan sedemikian rupa 

sehingga telah dipastikan program serta kegiatan bisa dilaksanakan (Mentang et 

al., 2020; Silaban, 2020) dalam Susilawati et al.   

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya serupa dengan pengelolaan 

keuangan negara, yang mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan guna 

mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah serta kemampuan 

organisasi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah 

kabupaten atau kota. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berlandaskan 

prinsip serta azas pengelolaan keuangan daerah yang mesti diatur secara tertib, 

patuh pada peraturan perundang- undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, 

transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan dasar keadilan, 

kepatutan, serta manfaat untuk publik (Silaban, 2020). 

Pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) sudah mempraktikkan kesertaan setiap perangkat kerja dalam 

penyusunan anggaran masing-masing yang disebut Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Pembaruan sektor publik yang diiringi adanya desakan 

demokrasi menjadi sesuatu fenomena global termasuk Indonesia. Desakan 

demokrasi ini menimbulkan pandangan transparansi serta akuntabilitas menjadi 

perihal berarti dalam pengelolaan pemerintah termasuk di aspek pengelolaan 

keuangan daerah. 
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Penggunaan anggaran ialah rancangan yang kerap dipergunakan untuk 

memandang kinerja organisasi publik. Peraturan perundang- undangan itu 

menerangkan bahwa Kepala Daerah atau Bupati menyatakan konsep peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berbentuk 

laporan keuangan yang sudah ditilik oleh Dinas Pekerjaan Umum. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang disebut dengan SKPD merupakan bagian kerja 

Pemerintah Daerah (Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota) yang memiliki kewajiban 

mengatur anggaran serta SKPD diharuskan untuk menata sesuatu laporan 

pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan SKPD. 

Proses penganggaran yakni suatu cara krusial yang tak jarang kali menjadi 

atensi tersendiri untuk suatu organisasi sektor publik. Pendekatan-pendekatan 

penyusunan anggaran pula telah bertumbuh sedemikian rupa menjajaki kemajuan 

era dan dinamika kebutuhan organisasi sektor publik sendiri. Penganggaran sektor 

publik terkait menggunakan teknik penetapan jumlah alokasi anggaran untuk 

setiap program kegiatan pada satuan moneter. Anggaran merupakan konsep 

operasi keuangan, yang meliputi estimasi pengeluaran yang diusulkan, serta 

sumber pemasukan yang dibutuhkan guna mendanai pada rentang waktu khusus. 

Humas (2017) dalam Sekretariat Kabinet menyatakan di Indonesia, 

pemakaian riset sebagai dasar pembuatan kebijakan belum cukup menyeluruh, 

walaupun kedudukan peneliti dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

selaku instrumen kebijakan sudah dibuka melalui Undang- Undang No 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan yang mengatur 

bahwa dalam penyusunan peraturan perundang- undangan wajib menyertakan 
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peneliti. Permasalahan di Indonesia dikala ini yaitu minimnya ikatan antara 

lembaga penelitian selaku badan fasilitator informasi serta hasil penelitian dengan 

pihak pengambil kebijakan.  

Adanya permasalahan terkait kebijakan publik yang ada di Indonesia 

disebabkan oleh minimnya penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan. 

Kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan pada bukti atau fakta lapangan 

(evidence-based). Pemanfaatan bukti dalam pengambilan kebijakan (evidence-

based policy) ini terus menjadi penting dan menjadi desakan karena permasalahan 

kebijakan yang kompleks dan perubahan sosial masyarakat yang semakin 

dinamis.  

Cookson (2005) menyatakan secara definisi, kebijakan berdasarkan bukti 

(evidence-based policy) adalah seperangkat aturan dan pengaturan kelembagaan 

yang dirancang untuk mendorong penggunaan bukti yang transparan yang 

didasarkan pada fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat dan seimbang dalam 

pembuatan kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang disebut evidence-based 

policy idealnya disusun melalui proses perolehan dan analisis data yang ilmiah, 

khususnya melalui penelitian (Smith et.al, 2000). 

Sudarno (2018) dalam Ramadanti menyatakan bahwa kebijakan berbasis 

bukti sangat dibutuhkan karena seperti terlihat dari segi efektivitas, efisiensi, 

kepentingan publik, akuntabilitas, demokrasi dan kepercayaan. Secara sistematis, 

analisisa berbasis bukti merupakan komponen penting dari perencanaan yang 

baik. Berbagai data perlu dilakukan untuk memberikan analisis dan bukti yang 

perlu dipahami dengan baik dan diberikan secara efektif. Oleh karena itu, bukti 

harus digunakan untuk mendukung keputusan kebijakan. 
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Semenjak terjadinya wabah di Indonesia, pemerintah mengambil aksi 

pencegahan penyebaran Covid-19 berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 4, memuat secara garis besar untuk refocussing kegiatan, 

realokasi pada anggaran, dan percepatan proses penyediaan barang serta 

pelayanan guna penanganan virus ini. 

Pemerintahan Daerah di Indonesia melaksanakan bermacam usaha guna 

mengantisipasi baik terhadap penyebaran serta menanggulangi pandemi Covid-19 

terlebih yang berakibat pada aspek kehidupan yang lainnya paling utama 

perekonomian. Salah satu usaha yang dicoba oleh Pemerintah Daerah dengan 

melaksanakan strategi penyusunan kembali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD), yang mana merelokasi serta memusatkan kembali terhadap sektor- 

sektor yang dikira penting serta mendesak.   

Pemerintah Kota Palembang terkhusus Sekretariat Daerah Kota Palembang, 

yang mana pada tahun 2020, melakukan strategi penyusunan kembali Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah awal dan landasan bagi 

Pemerintah Kota Palembang melakukan pemberian dan pelayanan pada 

masyarakat dalam rangka pemulihan dampak ekonomi akibat pandemik Covid-

19. Pemerintah Kota Palembang bersama DPRD Kota Palembang menindaklanjut 

dampak pandemi Covid-19 dengan melakukan revisi APBD dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dalam upaya menyediakan anggaran untuk 

penanggulangan Covid-19, adapun besaran perubahan anggaran sebagaimana 

dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1 Data Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota 

Palembang Tahun 2020 

 

Uraian 

Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah  

Perubahan 
(Rp) % 

Belanja 205.707.231.000 89.778.872.451 (115.928.358.549) 56 

a. Belanja Tidak 

Langsung 
47.457.231.000 43.205.357.000 (4.251.874.000) 9 

˗ Belanja 

Pegawai 
47.457.231.000 43.205.357.000 (4.251.874.000) 9 

b. Belanja 

Langsung 
158.250.000.000 46.573.515.451 (111.676.484.549) 71 

˗ Belanja 

Pegawai 
4.217.113.000 4.017.113.000 0,00 0 

˗ Belanja Barang 

dan Jasa 
131.037.787.000 36.632.665.053 (94.405.121.947) 72 

˗ Belanja Modal 22.995.100.000 4.873.737.398 (18.121.362.602) 79 

Surplus/(Defisit) (205.757.231.000) (89.778.872.451) 115.938.358.548 56 

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2020 

 

Tabel 1 di atas menjelaskan terjadi pergeseran anggaran pada perubahan 

DPPA SKPD tahun 2020. Perubahan anggaran secara ringkas diuraikan dengan 

beberapa komponen, yaitu jumlah belanja secara menyeluruh mengalami 

penurunan sebesar Rp. 115.938.358.548,00 yang mana sebelum mengalami 

perubahan sebesar Rp. 205.757.231.000,00 dan setelah perubahan menjadi 

sebesar Rp. 89.778.872.451,00 (berkurang 56% dari anggaran sebelumnya). 

Total belanja tidak langsung juga mengalami penurunan sebesar Rp. 

4.251.874.000,00 atau yang dari sebelumnya sebesar  Rp. 47.457.231.000,00 dan 

setelah mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 43.205.357.000,00. Serta total 

belanja langsung yang mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 

158.250.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 46.573.515.451,00 atau dapat diketahui 
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mengalami penurunan sebesar Rp. 111.676.484.549,00 (berkurang 71% dari 

anggaran sebelumnya). Pada anggaran belanja langsung mengalami pergeseran 

anggaran yang signifikan dari pada belanja tidak langsung. Belanja modal 

mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 18.121.362.602,00 atau 79% dari 

anggaran sebelum mengalami pergeseran yaitu Rp. 22.995.100.000,00 

Perubahan struktur pada komponen anggaran satuan kerja perangkat daerah 

sekretariat daerah kota palembang berakibat pada berubahnya komposisi 

anggaran, yang disebabkan karena adanya perubahan anggaran dalam penanganan 

Covid-19.  

 

Tabel 2 Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2021 

 

Uraian Jumlah (Rp) 

Belanja  

a. Belanja Operasi  148.857.686.383  

˗ Belanja Pegawai  57.523.275.636  

˗ Belanja Barang dan Jasa 90.339.410.747  

˗ Belanja Hibah 995.000.000  

b. Belanja Modal 13.630.675.200  

˗ Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.625.275.200  

˗ Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.005.400.000  

Jumlah Belanja 162.488.361.583  

Surplus/(Defisit)  ( Rp. 162.488.361.583)  

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2021 
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Berdasarkan Dokumen Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat 

dilihat pada tabel 2 diatas bahwa pada tahun 2021 jumlah belanja yang 

dianggarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebesar  Rp. 

162.488.361.583. Anggaran pada tahun 2021 telah menghadapi kenaikan dari 

tahun terdahulu sebab pada tahun ini merupakan peralihan dari pandemi menjadi 

endemik atau pemerintah menyebutnya sebagai era Era New Normal.  

 

Tabel 3 Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2022 

 

Uraian Jumlah (Rp) 

Belanja  

a. Belanja Operasi  124.471.586.019  

˗ Belanja Pegawai  39.289.000.814  

˗ Belanja Barang dan Jasa  83.924.085.205  

˗ Belanja Hibah  1.258.500.000  

b. Belanja Modal  4.218.640.000  

˗ Belanja Modal Peralatan dan Mesin  1.069.340.000  

˗ Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.149.300.000  

Jumlah Belanja 128.690.226.019  

Surplus/(Defisit)  ( Rp. 128.690.226.019)  

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 3 jumlah belanja yang dianggarkan oleh Sekretariat 

Daerah Kota Palembang pada tahun 2022 adalah sebesar  Rp. 128.690.226.019,00. 
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Anggaran belanja Setda Kota Palembang kembali mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya sebesar  Rp. 47.633.810.764,00. 

Oleh karena itu dapat dilihat dari ketiga tabel diatas dengan tahun anggaran 

2020 sampai dengan 2022, anggaran dana yang telah ditetapkan oleh Sekretariat 

Daerah Kota Palembang dari masa pandemi Covid-19 hingga era new normal 

tidak konsisten atau mengalami naik-turun dalam anggaran yang telah disetujui. 

Secara umum penelitian mengenai perencanaan anggaran berbasis bukti di 

indonesia masih terbatas, karena dalam proses perencanaan anggaran banyak dari 

para pemangku kebijakan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan 

anggaran berbasis kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

pengalokasian sumber daya serta efektivitas dalam penggunaannya yang 

diharapkan dapat terserap secara optimal.  

Sebagai landasan dasar pada perencanaan pembangunan, pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana tertera pada undang-undang 

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa 

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing 

pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 sebagai dasar dalam 
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perencanaan pembangunan di Kota Palembang dari turunan Undang-undang  

Nomor 25 Tahun 2004. 

Maka dari itu berdasarkan uraian fenomena diatas yang menarik penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan bukti dalam 

perencanaan anggaran pada sekretariat daerah kota palembang dengan judul: 

“Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti (Evidence Based) Pasca 

Pandemi Covid-19 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan, hingga 

kesimpulan permasalahan yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana perencanaan anggaran berbasis bukti (evidence based) pasca pandemi 

covid-19 pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

UntukumengetahuiUbagaimanaUperencanaanUanggaran berbasis bukti 

(evidence based)Upasca pandemi Covid-19 pada sekretariat daerah 

kotaupalembang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan 

dalam bidang Administrasi Publik, khususnya terkait perencanaan 

anggaran berbasis bukti dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran dan 

masukan serta sebagai evaluasi bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang 

khususnya pada perencanaan anggaran dan dapat juga sebagai acuan 

bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi. 
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